PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PAINAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN, KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI TAHANAN
DAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PAINAN

NOMOR : W3.PAS.21.UM.01.02-41 Tahun 2023
NOMOR : 470/109/DKS-PS/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. benempat di
Painan, yang bertandatangan di bawah ini:

. FAJAR FERDINAN, AMA.IP.SH.MH sclaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1B
Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negars Kelas [IB Painan.
berkedudukan di Jalan H. llyas Yacub Painan, sclanjuinya disebut PIHAK PERTAMA .

2. EVAFAUZA YULIASMAN, SE. MSi selahu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak unituk dan atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di JI. Pemuda Painan. selanjutnya
discbut schagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA »yang sclanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Unit Pelaksana Teknis tempat
perawatan dan pembinaan lahanan dan Narapidana yang menjadi
kewenangan Rumah Tahanan Negara Kelas 1B Painan

b. bahwa PIHAK KEDUA: adalsh unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. bahwa pelayanan perchaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnva
dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di
dalam naungan PIHAK PERTAMA dan berdomisihi di Painan:

d. bahwa pelayanan perchaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya
dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PIHAK
PERTAMA secara manual ataupun onfine kepada PIHAK KEDUA,

Selanjutnya. dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundanz-undangan
I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 temang Pemasyarakatan {Lembaran




Negarn Repubbih Indonesia Fala 1995 Nomor 77, Tambalien P embaran
Nepara Repubhk Indonesia Nomer bbb sebagarmana telah dichale dengan
Undang-todange Nomor 22 tahun J020 tentang Pemasyarakatan (b embarin
Nepara Repubbih Indonesia Tahuan 2000 Nomor 1650 Tambahan T embaran
Negara Repubhik Tndomesia Nomen 6811

Undang-Undang Nomae 23 Tahun “006 tentang Admistrase Kependudukan
tLembaan Negara Republik Tndoacsir Tabun 2006 Nomor 120 Fambalan
Lembaran Negarn Repuhbh Indonesi Somaor 078, sehagamiana telih
diobah dengan Undang-Undang Somor 24 Talwn 2003 tentang Perubalun
Atas Unabang-Undaing 21 Fabun 2006 wentane Administeast Kependuduban
il embaran Negaa Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 232 Tambahan
Lembaran Negara Repubbik Indonesi Somor 3473},

Peraturan Pemenmtah Nomor 40 Tahon 2009 rentang Pelaksanam Endane-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang - Admimstrasi kependudukan
sehazaimana telab divbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admimstras kependudukan;

Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendattaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 2 Tahun 2016 1wentang  Kartu
Identitas Anak;

Peraturan Mentert Dalam Negernn SNomor 108 Tahun 201% tentange Peraturan
Pelaksanaan  Peraturan  Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentans
Persyaratan dan Tata Cara Pendattaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjuinya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan
dan  pemutakhiran  data Tahanan  dan Narapidana  pelasanan  perckaman
biometrik dan dokumen hependudukan lannya.

Pasal |

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

)

Tk

6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Rumah Tahanan Negara adalsh lembaga atau tempat vang menjalankan
fungsi Pelayanan terhadap tahanan.

Tahanan adalah tersangha atau terdakwa vang sedang menjalani proses
peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;

Narapidana adalah terpidana vang sedang menjalani pidana penjara untub
waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu
pelaksanaan  putusan, yang sedang menjalani  pembinaan di lembaga
pemasyarakatan;

Kartu Tanda Penduduk Clektromik, selanjutnya disingkat K TP-cl. adalah
kartu tanda penduduk yang didengkapi dengan clup vang  merupakan
identitas resmi penduduk sehacai bukti diri yang diterbithan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana
teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipal;

Nomor Induk Kependudukan. sclanjutnya disinghat menjadi NIK, adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, wnggal  dan



melehat pada sescorang vang terdattar sebaga Penduduk Tndonesin

Kot Reloarga selanmitnva deanekat KK adalale Koo entias Keloarpa

vang el d.ll.'i Wnbang fwanna s |1,.1|| Iudlun_;!.ul ||.||.|II'|: LHH T ]

serta identitas angeaota keluarga

N Dohumen Nependuduban adalab dokumen resnm vang diterbithan oleh D
Kependuduban dan Pencatatan Sipil vang mempunyal kekuatan hukung
schagar alat bukte sutentih vane dilasitkan dane pelavanan pendattaran
perdudub dan pencatatan sipil

asnl 2

Muksud dan Tujuan

Maksud dan wguan Perpangian Keia Sama o adalah untuk mengelektitkan tinesi
dan peran PARA PIHAK dalam rangha melakukan pendataan & pemutakbiran dota
Tahanan dan Narapidana serta pelavanan perchaman biometiik dan dokuinen
hependudukan Lamnya di wilasah Rumah ahanan Negara Kelas TH Paman.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang hingkup kerjasama i meliput

{1y Pendataan dan pelaporan data Jdan dokumen Tahanan dan Narapidana sang
ada dr Rumah Tahanan Negara Kelas B Painan.

(2) Dukungan  pelasanan administrisr kependudukan bagi Tahanan  dan
Narapidana seperti pelayanan jemput bola

(3} Pelaporan perubahan pemutakhiran elemen data Tahanan dan Norapidana

Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA mempunyar kewajiban untuk:

a. melakukan pendataan dan melaporkan  hasil pendataan kepemilikan
NIK  bagi Tahanan  dan Sarapedana di bawah  nauncan PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

b. melaporkan setiap perubahan clemen data kependudukan Tahanan dan
Narapidana di bawah nauncan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;

¢. melaporkan  setiap  mobilitas Tahanan  dan Narapidana  di bawah
naungan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

d. melaporkan Tahanan dan Narapulana yang telah dinyatakan hebas kepada
PIHAK KEDUA, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai
dengan daerah tjuan. dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas sang
telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI
memberikan  dukungan  yang  dibutuhkan  dalam  penselenggaraan
perckaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana
dalam naungan PIHAK PERTAMA.

n



() PIHAKR REDUA mempins i kess apban untuk

h

memberthan Tavanan konsultas atas permasalaban yvoang berkatan dengan

data dan dokumen kependuduban Fahanan dan Narapidana di dalam
nangan PIHAK PERTAMA.

melakukan  perubaban pemutakloran elemen data pada database
hependudukan atas permohonan vange diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
memberihan pelavanan jeniput ol perehiaman biometrik nomor induk
hependudukan (NIKDY elehtromb hepada Tabanan dan Narapidana
bawah maongan PIMAK PERTAMA berdasarkan - permohonan dan
PIHAK PERTAMA terlebih dihulu

Masal §

Hak P'ara Pihak

i PIHAK PERTAMA mempunya hak untuk:

i

mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA untuk perubahan elemen
data bagi Tahanan dan Narapulana vang berada di bawah naungan
PIHAK PERTAMA;

mendapatkan layanan konsultas dar PIHAK KEDUA atas permasalahan
data kependudukan  Tahanan Jdan Narapidana yang  berada dibawah
naungan PIHAK PERTAMA;

mendapatkan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor
induk kependudukan (NIK) elektronik dari PIHAK KEDUAwrhadap
Fahanan dan Narapidana i bawah naungan PIHAK PERTAMA
melalui permohonan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

il

mendapatkan  data dan  laporan dari PIHAK PERTAMA  terhan
kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah
naungan PIHAK PERTAMA;

mendapatkan  laporan  setiap  perubahan clemen  data kependudukan
Tahanan dan Narapidana di bawah naungan PIHAK PERTAMA untuk
dilakukan pembaharuan clemen datanya;

mendapatkan  laporan  setiap mobilitas Tahanan  dan  Narapidana di
bawah naungan PIHAK PERTAMA;

mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan
bebas dari PIHAK PERTAMA, untuk diterbitkan surat keterangan
pindah sesuai  dengan  dacrah  tujuan, dengan  melampirkan  Surat
Keterangan Hebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI;

mendapatkan  dukungan  vang  dibutuhkan  dalam penvelenggaraan
perckaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana
dalam naungan PIHAK PERTAMA.




Pasal 6

Evaluasi dan Pelaporan

(h PIHAK PERTAMA  wajib membuat laporan berkala per semester
mengenai pelaksanaan pemantaatan NIK dan data kependudukan kepada
PIHAK KEDUA atau sewaktu-waktu sesuanr keburuhan

(23 PIHAK KEDUA melakukan evaluas per semester mengenan pemaniaatan
NIK dan data kependudukan secara berkala atas laporan PIHAK
PERTAMA atau sevaktu-waktu sesuai hebutuhan.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini belahu scjab ditandatanganinya Perjanjian kerja
Sama it oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 dan
dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal §

Pembiavaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama i
dibebankan kepada masing-masing pithak dan‘atau sumber pendanaan lain
vang sah dan tidak mengikal sesuar dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila janeha waktu Perjanjian Kerja Sama telah
berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama
schelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir,

Pasal 10

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar hehuasaan PARA PIHAK atau headaan
memahsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan
Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelahsanaan Perjanjian herja Sama ini,
PARA PIHAK akan menyelesaikan secary musyawarah untuk mufakat dan apabila
tidak tercapai hata mufakat, akan diselesaihan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.




PPasal 12

Ketentuan Ketentuan Lain

(1) Dalam hal PINAKR KEDUA tdak inclaksanakan kewapiban sehagammana dimab <l
dalam Pasal 2avat (2% maka PIHAKR KESATU dapar menpgakhins koerpa Sanma i
{2y Dalam hal diperlukan adanya penambabian dan‘otan pengurangan maten Perangan
Rena Sama amg dapat dilakukan poribaban atas persctimn PARA PIHAK yang
ditnangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak teepisabhan dan Perjangan
hoctpa Sama i,

(3 Ketentoan vang bersifat tehnis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanpn ke
Sama i mengacu hepada Petompuk Tehnis vang disepakati oleh PARA PIHAK dan
menpakan hagian tidak terpisabihan dan Perangian Kerja Sama ini,

Penanjian Kerja Sama ini dibuat dalam ranghap 2 (dua) ash, ditanda tangany di atas keetas
bermaterai cubup dan masing-masing mempunyar kehuatan bukum yang sama dengan dicap
stempel resmi

-~ PIHAKI PIHAK Il
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KEPALA KEPENDUDUKAN DAN
KELAS 1IB PAI PENCATATAN SIPIL KAB.PESISIR SELATA
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FAJAR FERD|NAN, AMdIP, SH.MH . . EVAFAUZA YULIASMAN, SE. MSi
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